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KABUPATEN SEMARANG

bahwa memperhatikan sural Lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dani
PAUD Alam El Hakim Kecamatan Bandungan Tangga 14 Februar 20019 pomor
O1/EL. 13172019 Peribal Permohonan Ijin Pendirian PAUD:

bahwa dalam rangka pembinaan. tertib administrasi dan pengendalian pendirian serta
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu
adanya ljin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Drini:

bahwa schubungan dengan huruf a dan b diatas ., perlu adanya Keputusan vang ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudavaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Semarang.

Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah:

Undang-Undang Momor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilayah
Kotaprape Salatige Dan Dacrah Swatantra Tingkat 11 Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 1652)%

Undang-undang MNomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tenang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4301 ):

LUindang-undang MNomor 10 Tabun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor &
Tahun 2005 Tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2003 Momor 108, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia Momor 4548 )
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat 1l Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 ’*«Zﬂnmf 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Balas Wilavah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Salatiga dan Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Semarang
(Lembaran Megarn Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan
Kewenangan Propinsi Scbhagai Dacrah (ionom { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Memeor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 k
Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1992 Tentang Tenaga
Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007
Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;



MEMUTUSKAN
Menctaphkan
PEETAMA Memberikan ljin Fendman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAULY) kepada :
Nama Lembaga ¢ PAUD ALAM EL HAKIM
Program Pendidikan . Taman Penitipan Anak { TPA )
Alamat : JI. Bandungan KM.02 Dusun Deso RT.01/ RW.03 Jetis
Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
Penvelenggara ¢ Lugman Hakim
Pengelola ¢ Arin Nurkoidah
KEDUA . Tugas dan tanggung jawab kegiatan lembaga schagaimana dimaksud diktum PERTAMA
sehagai berikut
. Wagih menvelengearakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jin vang diberikan:
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yvang berfaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wapib menginmkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah vang dipergunakan olch perguruan tinggs;
KETIGA i Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabila :
I. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayvanan
Pendidikan Anak Usia Dani;
2. Penvelengeara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
3. Ditemukannya adanya kegiatan diluar proses kegiatan kependidikan;
4. Penyelenggara tidak menvampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Semarang.
KEEMPAT - Keputusan ini juga berlaku sebagai ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini:
KELIMA : Sepala biaya vang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyvelenggara;
KEENAM : Apabila dikemudian han terdapatl kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka
Keputusan akan ditinjau kembali;
KETUIUH 1 Keputuzan ini berlaku sejak tangpal ditetapkan.
Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal ; 1 Maret 2019
Fit. KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
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13, Peraturan Menten Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
Tentang Pendidikan Anak Usia Ding;

14, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

15, Peraturan Menten Pendidikan Dan Kebudayvaan Bepublik Indonesia Momor 137 Tahun
2014 Temang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDY

16, Keputusan Menteri Dalam Negerni dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Tekmk Penyvusunan Dan Maten Muatan Produk-Produk Hukum Dacrah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Ctonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang
Bentuk Produbk-produk Hokum Daerah;

I8, Keputusan Menteri Dalam Megeri dan (tonomi Dacrah Nomor 23 Tahun 2001 Tenang
Prosedur Penvusunan Produk Hukum Daerah;

19, Peraturan Dacrah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Semarang Momor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi
[Xan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.
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